BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR ©35 TAHUN 2015
TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di
berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya
perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu;

b. bahwa pedoman pelaksanaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 016
Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Brebes sudah tidak
sesuai dengan perkembangan organisasi perangkat
daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes
sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);
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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi
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Menetapkan

10.

11.

Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi
Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
(JDIH) Hukum Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Nomor 10
Kabupaten Brebes Tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
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10.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Brebes;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut
JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan
perundang — undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara
tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana
pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan
akurat;

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya
disebut PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum pada Bagiah Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah anggota
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Brebes adalah untuk memanfaatkan

secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua SKPD

dan memberikan layanan berbasis Website/internet kepada masyarakat

sebagai informasi hukum secara cepat, tepat, lengkap dan akurat.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

b

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai PJDIH 3

Kabupaten Brebes.



nolsqudsd dgtesd 1snsianlag runint reigsf delsbs muxluH nsigsd .9

:2odotd

3

dsisbr 942 tudseaih svetuinslee aany deasC 1sdgnatsd sid osuiss

:eadard matsqudsid dsesd tegnstad sired nsiisl

tudazib svatpinsler gasy auduH reemotol nsb mainemusliod asgarsl, .8
neipistag  smeered asenugeysbrsg  reasziz utsue  delgbs  HIAU
81092 syomisl musud estoemusdob nerdsd nsb neanshon ~ gasbruiag
srsTRe  ruslsqirram sm9e L asgnudmsniassited meh U bsgret ditisy
6sb 3egeo dsbum svsooe muniud lzsarctnt nsnssaleg nsiradmsg
deuusls

svruiaslse gosy supduH lesmiolnal meb ieetmemudod rsgriish teend @
fesmriolrd] osbh festremudod nsgritel, tezrd deisbe HIGUY judserb

.

290918 nsisquded detas( tsteians@ musiuy rsizsedd sbsq muduH

sloggas delsbs muuH zsamotnl rsh westremudol asgiritsl sioggnA .01
sied nsuise sheg mupluH lescrotol neb izerasmusod rsgnnsl

¥

290918 notsqudsi dessd 1sslgostsd

nsb lesimemwlol  usgonsl svnnssdlsisggnsiszib nsginT asb  buesisM
rsslsstemeny Aoy deishs 29d9r@l neisqudsA (HITL) musluH jesrmotal
992 sumez b infuH f2smdtal meb restremudod rarisd lsmitqo sisooe
Isdistsvzam shagesl tarioatni\ stizdaW aizedied risisval nssirredorsm sb

Ienis neh gsdgnsl 1sget dsreo sisd92 raudud izsprioto isgedoe

M elAS
AAAUGUORA

£ Ineed

HIALY iegsdoe 2eder matsqudsid deissd ieieionis® maslgH rsigsd

29d971d neisqudsd



(1)

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

JDIH Kabupaten Brebes terdiri dari :

a. PJDIH; dan

b. Anggota JDIH;

PJDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dipimpin oleh
Kepala Bagian Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati Brebes;

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah
Anggota JDIH pada SKPD yang mengelola dan/atau menyimpan
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dipimpin oleh
Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b ditunjuk petugas
pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
PJDIH
Pasal 5

PJDIH Kabupaten Brebes mempunyai tugas melakukan pembinaan,

pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi :

a.

b
o
d

bt B ¢

Organisasi;

Sumber Daya Manusia;
Koleksi Dokumen Hukum;
Teknis Pengelolaan;
Sarana Prasarana;

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

e
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Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada Pasal 5, PJDIH

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;

b. Pusat Informasi Hukum;

c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
anggota JDIH;

d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan
informasi hukum kepada anggota JDIH;

e. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan
informasi hukum,;

f.  monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 7

(1) Tugas dan fungsi PJDIH sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 dilaksanakan dengan pola pelayanan dan pola pembinaan;
(2) Pola pelayanan dan pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Bagian Kedua
JDIH

Pasal 8

Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan

Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya;
Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, JDIH (671 -

mempunyai fungsi:



Cu

o

s\

b
“

ko]

HIAQLY ¢ ls2s9 sbsq busssmib nsmisgadez eexi? nssdsasedsiom msled

© iegriut ts g monm

HIAL nsgrisdregnag nsh hssrffrdmﬁq rsigiided nmeeumutsg .8

anpduH resmrioinl 3se9

fdslo iqsbedib grsv nsrislsesmireg gsbsilist iestluarosl nsitedmeg .o
HIAL stogaris

neb  ifzstnsmuzlob  airelel  nsslolesyrsg  rnsb  nsidsiide  ieseilsizoz b
‘HIAL sjoggrm sbagast muysiud i2smiotoi

rsb izstoaminlob negnitsi slolagnsg sizunsn sysh todmue nesnidrmsg .9
ety lesoorrotnd

esgi3 nssosedslaq qsherdrst  slsived s1sose iesulsvs nsb sniotimort 1

HIAU srogzns rewnut nsb

v Igepqd

nsb ¢ is2s9 msisb buedsmib asmisgsdse HIALI regmd asb esguT

—
P
~——

:nesridmeaq sloq nsb msnsvsisg slog negnsb nesisnseslslib o Isesd
15¢A shsq buedsmib sosimisgsdse risenidroag slog nsb nsasysisq slod  (9)

dnt osrintered ostigrs mslsb mutnsored (1)
sirhad nsigsé

HICL

& Isesd

asb iestasmuslol msslolsgnsd asdudslom duinu 2sgursd HIAL stogznil

eyaiansiant faie nsdtidietib sy musuH iesarioinl

.
O /pasd

- AV HIQU vV isesqg mslsb busdsmib sosnisgsdss esgul asslnsisinem mslsd
B! iegnul isynsqorsn




(2)

(3)

Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi
dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat
JDIH;

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola
jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum di lingkungannya;

Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam setahun; dan

Penyampaian laporan setiap tahun kepada pusat JDIH

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 10

Pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH dilakukan oleh Bupati.

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat
dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam rangka menunjang pembinaan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1), masing-masing pimpinan anggota jaringan bertanggung jawab

memberikan pembinaan terhadap JDIH pada unit kerjanya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Brebes.

‘34
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1%

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes

Nomor 016 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Brebes.

it

v 'i
Diundangkan di Brebes
pada tandgal me——m—t
SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

NiF, 3550211 180 ¥
BERITA DASRAN KABUPATER BREBES
TAHUN i NOM HF"...;.L—
o TN TR

Jabatan Palraf Tal.
Szkda f

Asicton i)

P

Ka.Bapian J
Hukum

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 /u(/

IDZA PRIYANTI

! N EAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BREBES

B

[ TELAH DITELITI/ VERIVIKASI
| MATERI HukuM  {

| TANGGAL y
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 0345 TAHUN 2015

TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BREBES

POLA PELAYANAN DAN PEMBINAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN BREBES

Klasifikasi
PRODUK HUKUM Dokumentasi
- Klasifikasi »  Klasifikasi
PJDIH
Bagian Hukum Setda
Kab. Brebes
4 A
T Website JDIH Buku-Buku
Up Date Data Daftar Pustaka
Pelayanan
] 13
Pemakai Jasa SKPD Instansi
Informasi Sekretariat Pemerintah
Daerah
Masyarakat ] Pelayanan || Pelayanan | _,l [nstansi Vertikal
Dinas Kab Brebes
Mahasiswa Instansi Non
Lembaga Teknis Deprtemen
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